
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 
2025 
Kpt Nomor 338 Tahun 2025, 9 HLM 
KEPUTUSAN KPU PROVINSI PAPUA TENGAH NOMOR 338 TAHUN 2025 TENTANG 
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH. 
 
 

ABSTRAK :   -     bahwa adanya perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua 

Tengah, perlu melakukan perubahan personalia pada Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, 

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,  perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang 

Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah. 

 

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 

Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6863); PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4890); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor  826); PKPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); Kpts KPU Nomor 855 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; Kpts KPU Nomor 1048 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028; Kpts Sekjen KPU Nomor 2673 

Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi 

Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi 

Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025. 

 

Dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor 338 Tahun 2025 diatur tentang :  

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN 
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH. 
 



CATATAN :  -   Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 10 

Desember 2025; 

- Lamp.: 2 hlm. 


